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Abstract 
 
This thesis discusses the legal analysis in applying the rules of land acquisition for 
public purposes between land agency with prosecutorial republic republic Indonesia 
Indonesia (study in the city singkawang).This research was conducted using the 
method of normative legal research of this thesis research sosiologis.Hasil obtained: 
That the state land or land owned by the state, in contrast to "land directly controlled 
by the state" and "full of land controlled by the state, as Law Number 5 1960 and an 
explanation confirms the state does not have and should not act as the owner of the 
land.Ground state owned / considered / controlled by the community if intended for 
general interest compensated. it is a recognition of the rights of the people, if the 
ground state owned / worked / controlled by the public does not need to be 
compensated, the whole land of society who do not have the certificate has expired 
or right can be taken by pemerintah.Upaya which can be done by the holder of the 
right to indemnity from the ground state is not right, especially through consultation 
or peace efforts, if in the deliberation attempts experiencing buntuh way, it can be 
done through the efforts of the civil courts, especially pegadilan filed tort to PN. Also 
in case of acquisition of land without right to the presence of multiple certificates, can 
file a lawsuit to the Administrative Court which had previously been doing 
administrative effort. And to check if the certificate forgery forgery also supporting 
documents in the manufacturing certificate. Can also submitted a report to the police 
investigators on the basis of the report do annexation tanah.Pemeberian 
compensation for acquisition of land without right is dependent on the size of the 
claim for compensation, which we proposed together with the lawsuit (the principal 
demands). And the size of the indemnity can be measured with a consideration of 
the size of the object, grace time, a lot of costs that have been incurred in an attempt 
deliberation and all costs incurred in resolving this problem, as well as immaterial 
costs. his thesis research recommendations is expected that presumably in an effort 
to solve the problems of land, especially problems Land Tenure Without Rights, the 
judge will examine the case should be more careful and prudent for the investigation 
and the imposition of judgment will not appear on the problems of injustice and legal 
certainty, or at least avoid going anarchist action by the injured party. And for people 
to always pay attention and be aware of their rights and obligations not to do things 
that are not worth as controlling land owned by others unlawfully and illegally. n 
compensation expected the judges to examine this case in order to more thoroughly 
in decisions, especially regarding the granting of a lawsuit relating to compensation, 
nobody feels aggrieved or at least not ruled unfair and inappropriate. 
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Abstrak 
 
Tesis ini membahas analisa hukum dalam menerapkan peraturan pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum antara badan pertanahan republik indonesia dengan 
kejaksaan republik indonesia  (studi di kota singkawang).Penelitian ini dilakukan 
menggunakan metode penelitian hukum normative sosiologis.Hasil penelitian tesis ini 
diperoleh : Bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara, berbeda 
dengan “ tanah yang langsung dikuasai negara “ dan “ tanah yang dikuasai penuh 
oleh negara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta 
penjelasannya menegaskan negara tidak memiliki dan tidak patut bertindak sebagai 
pemilik tanah. Tanah negara yang dimiliki / dianggap / dikuasai oleh masyarakat jika 
diperuntukkan bagi kepentingan umum mendapat ganti rugi. hal ini merupakan 
pengakuan terhadap hak-hak rakyat, jika tanah negara yang dimiliki / digarap / 
dikuasai oleh masyarakat tidak perlu diganti rugi maka seluruh tanah masyarakat 
yang belum memiliki sertipikat atau haknya sudah berakhir dapat diambil oleh 
pemerintah.Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terhadap ganti rugi 
tanah yang berasal dari tanah negara bukan hak terutama melalui musyawarah atau 
upaya damai, apabila dalam upaya musyawarah tersebut mengalami jalan buntuh, 
maka dapat dilakukan melalui upaya pengadilan terutama pegadilan perdata dengan 
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN. Juga apabila terjadi 
penguasaan tanah tanpa hak dengan adanya sertipikat ganda, dapat mengajukan 
gugatan ke PTUN yang sebelumnya telah melakukan upaya administrasi. Dan 
melakukan pengecekan apabila terjadi pemalsuan sertipikat juga pemalsuan 
dokumen pendukung dalam pembuatan sertipikat. Dapat pula diajukan laporan ke 
penyidik kepolisian dengan dasar laporan melakukan penyerobotan 
tanah.Pemeberian ganti rugi atas penguasaan tanah tanpa hak adalah tergantung 
pada besar kecilnya tuntutan ganti rugi yang kita ajukan bersama-sama dengan 
surat gugatan (dalam pokok tuntutan). Dan besar kecilnya biaya ganti rugi dapat 
diukur dengan pertimbangan mengenai besar kecilnya objek, tenggang waktunya, 
banyak biaya yang telah dikeluarkan dalam upaya musyawarah dan semua biaya 
yang telah dikeluarkan dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, serta biaya 
immateri. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah Diharapkan kiranya dalam upaya 
penyelesaian permasalahan pertanahan khususnya permasalahan Penguasaan 
Tanah Tanpa Hak, hakim yang akan memeriksa perkara harus lebih teliti dan 
bijaksana agar dalam pemeriksaan serta penjatuhan putusan tidak akan muncul 
masalah mengenai ketidak adilan dan kepastian hukum, atau setidaknya 
menghindari terjadi perbuatan anarkis oleh pihak yang dirugikan. Dan bagi 
masyarakat untuk selalu memperhatikan serta sadar akan hak dan kewajiban agar 
tidak melakukan hal yang tidak patut seperti menguasai tanah milik orang lain 
secara tanpa hak dan melawan hukum.Dalam pemberian ganti rugi diharapkan 
majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih teliti agar dalam menjatuhkan 
putusan khususnya mengenai pengabulan gugatan yang berkaitan dengan ganti 
rugi, tidak ada yang merasa dirugikan atau setidaknya tidak menjatuhkan putusan 
yang tidak adil dan tidak patut. 
 
Kata Kunci : Analisa Hukum, Penerapan Aturan Pengadaan Tanah. 
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Latar Belakang  
Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, 
maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan 
mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang 
biasa disebut dengan UUPA.  
Kebijakan pertanahan didasarkan atas pokok-pokok ketentuan yang 
termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan prinsip-
prinsip dasar hukum tanah nasional. Bangsa Indonesia masih meyakini relevansi 
UU Nomor 5 Tahun 1960 dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, 
mengingat UU Nomor 5 Tahun 1960 masih sarat dengan semangat dan amanat 
untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan serta mengutamakan 
masyarakat dari golongan lemah. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi UUPA, 
yakni: 
1. Unifikasi hukum pertanahan nasional sekaligus membangun hukum 
pertanahan nasional; 
2. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah (reformasi penataan penguasaan 
tanah); 
3. Penataan pengunaan tanah (penataan dan penyediaan tanah untuk 
pembangunan yang memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat); 
4. Penataan pemberian hak atas tanah; dan  
5. Penataan administrasi pertanahan1. 
 
Kelima misi tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar catur tertib 
pertanahan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud. Oleh 
karena itu apabila dewasa ini terdapat kondisi pelayanan pertanahan yang tidak 
sesuai dengan keadilan dan tidak mengutamakan masyarakat banyak, maka hal 
tersebut menyimpang dari semangat dan jiwa UUPA. Sehubungan dengan itu, 
maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar 
tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus 
diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA. 
                                                          
1
Hasan Basri Durin, 2002, Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan 
Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, 
CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 67. 
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Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan 
UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan 
hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Hal 
tersebut  dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna2: 
1. tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakta; 
2. pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan; 
3. tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh 
diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan; 
4. setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan 
sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas 
kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam; 
dan 
5. hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. 
 
Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk 
ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka dari 
tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah untuk 
kepentingan investasi. Pada masa orde baru, kebijakan-kebijakan pengaturan 
penguasaan tanah yang dilakukan dirasakan tidak adil. Pada masa itu 
pemerintah lebih banyak melayani investor dan kurang memperhatikan para 
pemilik tanah terutama para golongan ekonomi lemah3. 
Dengan hak atas tanah yang pasti, dapat merupakan modal utama bagi 
masyarakat dalam kegiatan ekonominya, yang pada gilirannya hal tersebut 
sangat menentukan bagi berhasilnya upaya memberdayakan ekonomi rakyat. 
Pemikiran tersebut relevan dengan kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi 
rakyat sebagaimana digariskan dalam Tap No. XVI/MPR/1998 tentang Politik 
Ekonomi dalam rangka demokrasi Ekonomi, yang dalam Pasal 7 dinyatakan 
bahwa: 
(1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus 
dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan 
penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan 
ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas. 
(2) Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya 
bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi 
                                                          
2
Lutfi Ibrahim Nasoetion, 2002, Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program 
Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi, termuat dalam Buku Reformasi 
Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 76. 
3
Hasan Basri Durin, 2002, Op.Cit., hal. 70. 
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sebesar-besarnya kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan 
koperasi. 
 
Sejalan dengan usaha-usaha untuk memberikan perlindungan dan 
kepastian hukumhak kepemilikan atas tanah serta dalam rangka reformasi  
pendaftaran tanah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 
UUPA yang menyatakan: 
(1)  Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 
a.  pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c.  pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
(3)  Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara 
dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 
 
Dengan demikian reformasi pendaftaran tanah merupakan landasan 
hukum untuk melaksanakan amanat UUPA. Reformasi pendaftaran tanah ini 
sangat penting mengingat bahwa di Indonesia salah satu penyebab timbulnya 
masalah pertanahan sebagian besar disebabkan karena belum terdaftarnya 
tanah-tanah. Dari sekitar 55 juta bidang tanah saat ini, yang diperkirakan akan 
berkembang menjadi 75 juta bidang pada akhir Pembangunan Jangka Panjang II 
tahun 2018, baru sekitar sepertiganya yang telah didaftar sejak jaman kolonial 
Belanda dulu4. 
Menyadari hal tersebut di atas, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
bertekad untuk mengerahkan tanaga-tenaga bukan hanya dari BPN sendiri, 
tetapi juga dari pihak swasta. Ini semua dilakukan sehubungan dengan tugas 
dan fungsi BPN dalam pelayanan publik yang merasa terpanggil untuk ikut 
mengantisipasi perkembangan jaman, seiring dengan tuntutan reformasi untuk 
bersikap responsif dan antisipatif terhadap keadaan yang sedang berlangsung. 
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah berupaya melaksanakan berbagai program pembangunan. 
                                                          
4
Ibid, hal. 72. 
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Mengingat bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah 
daerah untuk kepentingan umum yang menggunakan tanah, maka pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, 
yang dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan. Nasional Nomor 3 Tahun 2007. 
Salah satu perencanaan pembangunan yang telah dirancang oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah adalah rencana pembangunan Terminal 
Antar Lintas Batas Negara (ALBN) di Kota Singkawang. Pembangunan Terminal 
ALBN ini merupakan program pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan 
Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat, di mana penyediaan dan 
pembebasan lahan untuk pembangunan Terminal ALBN dilaksanakan oleh 
pemerintah Kota Singkawang. Kemudian Walikota Singkawang  Menerbitkan 
Keputusan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah 
Kota Singkawang. 
Pembebasan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan. Nasional Nomor 3 Tahun 2007 
dinyatakan bahwa pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus 
memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. 
Dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Terminal 
ALBN di Kota Singkawang terjadi perbedaan pandangan mengenai ganti rugi 
tanah yang berasal dari tanah Negara. Sebagian tanah yang dibebaskan atau 
telah dilakukan ganti rugi merupakan tanah Negara yang telah dibebani hak 
pakai, namun jangka waktunya telah berakhir. Tanah yang dimaksud adalah 
dengan sertifikat hak pakai Nomor 10 Tahun 1981 yang berakhir pada tanggal 27 
Mei 1991. Tanah sertifikat hak pakai Nomor 10 Tahun 1981 yang berakhir pada 
tanggal 27 Mei 1991 tersebut tidak diperpanjang, namun oleh Pedro Halim (anak 
dari pemegang hak pakai Nomor 10 Tahun 1981) pada tahun 2008 dibuatkan 
Surat Pernyataan Tanah atas nama Pedro Halim.  
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Menurut Badan Pertanahan Kota Singkawang walaupun hak pakai atas 
tanah negara sudah berakhir, maka penggunaan tanah tersebut tetap harus 
dilakukan ganti rugi kepada pemegang hak pakai, namun Kejaksaan 
berpandangan lain, karena jangka waktu hak pakai sudah berakhir dan tidak 
diperpanjang, maka tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara. 
Dengan demikian menurut Kejaksaan penggunaan tanah tersebut untuk 
pembangunan terminal ALBN tidak perlu ada pembayaran ganti rugi kepada 
pemegang hak pakai Nomor 10 Tahun 1981. 
Selanjutnya karena Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Singkawang telah 
melakukan ganti rugi kepada Pedro Halim selaku anak dari pemegang hak pakai 
Nomor 10 Tahun 1981, maka Kejaksaan menilai tindakan tersebut merupakan 
tindak pidana korupsi sehingga Pedro Halim yang menerima uang ganti rugi, 
Sekretaris Daerah Kota Singkawang selaku Ketua Panitia, dan Kepala Badan 
Pertanahan Kota Singkawang selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota 
Singkawang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. 
Perumusan Masalah 
Berpijak dari uraian pada latar belakang penelitian,  dirumuskan  
masalah  dalam  penelitian ini, yaitu: 
1. Mengapa terjadi perbedaan pandangan mengenai ganti rugi tanah yang 
berasal dari tanah negara bukan hak? 
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terhadap ganti 
rugi tanah yang berasal dari tanah negara bukan hak? 
Pembahasan 
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Perbedaan Pandangan 
Mengenai Ganti Rugi Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Bukan Hak. 
 
Pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara 
memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan 
hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu. Rasionalitasnya, 
dalam hampir semua kajian pada literatur tentang aspek hukum pengadaan 
tanah, pemerintah atas nama negara memerlukan tanah   namun, karena 
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keterbatasan ketersediaan tanah untuk pembangunan pengadaan tanah terhadap 
tanah yang dikuasai oleh negara (Pasal 2, 6 dan 18 UU No.5 Tahun 1960 
(UUPA)) tidak mencukupi luasnya. Oleh karena itu dengan ”terpaksa” berdasar 
Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial tanah, maka pemerintah mengambil tanah-
tanah hak (tanah yang padanya dilekati hak individu atau badan hukum/ 
keagamaan) dengan memberikan penggantian yang layak (Pasal 27 huruf a, 34, 
40 UUPA yunctis PP No.40 Th 1996, Peraturan Presiden No.65 Th 2006). 
Aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara teoritik 
didasarkan pada azas/ prinsip tertentu dan terbagi menjadi dua subsistem: 
a. pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum 
b. pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan umum 
(komersial). 
Walaupun tersebut secara normatif pada Per Pres No.65 Tahun 2006 
tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, sesungguhnya jalan tol 
tidak dapat dimasukan pada ranah kepentingan umum. Argumentasinya karena 
menurut Kitay (1985) kepentingan umum mengandung tiga unsur esensial: 
dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah dan non profit. Realitas 
menunjukkan bahwa Pembangunan Terminal ALBN Kota Singkawang pasti 
bermotifkan profit.  
Prinsip atau acapkali dinamakan dengan azas-azas atau bahasa Inggrisnya 
principlesecara konteks hukum pengadaan tanah menurut mencakup: 
a. penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan 
apapun harus ada landasan haknya; 
b. semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber 
pada hak bangsa (ini kaitannya dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD yuncto Pasal 
1 dan 2 UU Pokok Agraria) 
c. cara untuk memperoleh tanah yang sudah dihaki oleh seseorang/ badan 
hukum harus melalui kata sepakat antar pihak yang bersangkutan (kaitannya 
dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM) 
d. Dalam keadaan yang memaksa artinya jalan lain yang ditempuh gagal, maka 
presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan hak tanpa 
persetujuan subyek hak menurut UU No.20 tahun 1961 
 
Sebagai komparasi walaupun disadari ada perbedaan soal sistem hukum, 
Malaysia menerapkan suatu prosedur yang ketat terhadap aktivitas pengadaan 
tanah diatur pada Land Acquisition Act 1960 dan perubahan/ amandemennya 
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terutama dari dimensi hukum. Menurut Salleh Buang  meskipun kegiatan 
pengadaan tanah (disebut sebagai land acquisition menurut common law system) 
mencakup semua aktivitas publik (umum), kepentingan pemerintah/ otoritas 
negara untuk kepentingan pertambangan, perumahan, pertanian, komersial atau 
industri Walaupun demikian, papar Salleh harus dilakukan pernyataan (deklarasi) 
tujuan kegiatan, dengar pendapat publik. Nampaknya, Indonesia sekalipun aturan 
hukumnya dipandang memadai, namun dalam tataran implementatif masih 
banyak kelemahan/ kekurangan.  
Dalam konteks Indonesia, menurut pandangan Soemardjono  kelemahan 
regulasi yang mengatur masalah aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum beberapa variabel di antaranya adalah: 
a. Wujud produk hukumnya mestinya berupa undang-undang karena aspek 
yang diatur (substansinya) menyangkut hajat hidup orang banyak, bersifat 
esensial (hak azasi manusia/ human rights) kongkritnya bertautan pangan, 
papan dalam konteks negara agraris 
b. masih luasnya makna kepentingan umum, persoalan yang mengemuka 
istilah tanpa batas yang jelas dan tegas;Ada satu dari tiga alternatif: 
pertama hanya pedoman umum sehingga mendorong penafsiran terbuka, 
kedua mencantumkannya dalam daftar kegiatan (list provision) atau 
gabunga dari keduanya 
c. belum dipisahkan secara jelas dan tegas pembedaan kegiatan 
pembangunan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum 
d. bentuk ganti rugi yang dimuat bersifat fisik dan tidak mencantumkan yang 
non-fisik. Padahal harga perubahan status pemegang hak dari profesi 
petani menjadi yang lain amat mahal misalnya menjadi buruh kasar, kuli 
bangunan, pemulung. 
e. peran dan kedudukan panitia pengadaan tanah, terutama masalah 
independensinya, sehingga mampu memetankan diri sebagai fasilitator 
para pihak secara independen. 
f. Regulasi menafsirkan secara keliru dan menunjukkan pemaksaan 
kehendak dalam penetapan ganti rugi yang tidak disepakati subyek dengan 
dengan menganalogkan konsinyasi (penitipan barang di panitera 
pengadilan menurut Pasal 1404 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 
 
Diperjelas dalam uraian yang lain Soemardjono menyatakan bahwa dari sisi 
hukum dimensi keadilan (justice) harus dikedepankan artinya makna fungsi sosial 
terjadinya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan. 
Tegasnya hak-hak yang sah (legal) dari subyek hak atas tanah harus dilindungi 
dan dihargai. Di sisi lain, keikhlasan pemegang hak demi kepentingan masyarakat 
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yang lebih luas juga sepantasnya dihargai oleh pemerintah/ pemerintah daerah 
dan panitia pengadaan tanah. 
Masalah eksekusi menyangkut persoalan pelaksanaan/ implementasi dari 
mekanisme yang telah disusun/ dibangun sebagaimana tertuang dalam pasal 
dan/ ayat pada sebuah norma. Philippe Nonet Philip Selznick dalam sebuah 
produk hukum yang otonom, ciri-cirinya adalah: 
a. hukum terpisah dari politik, artinya kemandirian kekuasaan peradilan dengan 
garis jelas fungsi legislatif dan yudikatif; 
b. tertib hukum mendukung ”model peraturan (model of rules)”, artinya peraturan 
membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat pada saat yang 
sama membatasi kreatifitas institusi untuk campur tangan; 
c. prosedur adalah jantung dari hukum ”keteraturan dan keadilan (fairness)” dan 
bukan keadilan substantif merupakan tujuan dan kompetensi tertib hukum; 
d. ketaatan pada hukum difahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap 
peraturan hukum positif, kritik hukum yang berlaku disalurkan proses politik  
 
Nonet dan Selznick lebih lanjut memberikan uraian yang kiranya dapat 
semakin membuka wawasan khususnya mengenai persoalan prosedur dan 
eksekusinya. Menurut Nonet dan Selznick penjinakan represi dimulai dengan 
tumbuhnya komitmen untuk memerintah berdasar peraturan. Selanjutnya 
prosedur merupakan jaminan paling nyata dari suatu penerapan peraturan secara 
adil. Otoritas yang berpotensi represif dikendalikan oleh ”due process”. Prosedur 
lebih banyak memfasilitasi tujuan daripada yang dilayani oleh keadilan. 
Apa esensi yang dapat dipetik dari penjelasan Nonet dan Selznick di muka, 
adalah prosedur menyangkut persoalan esensial dalam upaya penegakan hukum 
yang berujung pada tercapainya keadilan (dispensing justice). Namun demikian 
dalam konteks sosial dewasa ini sesungguhnya prosedur atau mekanisme 
merupakan sebuah kontrak sosial yang merupakan kesepahaman antara 
regulator dengan rakyat mengenai urut-urutan kegiatan yang harus ditempuh 
dalam suatu kegiatan misalnya kegiatan pengadaan tanah. Dalam penyusunan 
prosedur menurut Nonet dan Selznick harus bersifat jelas (tidak multi tafsir), 
sederhana dan mudah dilaksanakan (tidak birokratik), bertujuan jelas (certain 
goal), mengedepankan kemaslahatan masyarakat daripada kepentingan 
regulator. Acapkali peraturan diciptakan dengan wawasan yang amat sempit, 
bebas emosi, datar bak rumusan matematis, menempatkan kepentingan 
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masyarakat sebagai urutan pertama, merupakan aktifitas berkesinambungan (a 
continuum of norms). Tak pelak implikasi yang timbul, nampaknya harus dicermati 
dari sekian variabel dari proses panjang prosedur dan eksekusinya. Tidak dapat 
diabaikan bahwa berbicara hukum tidak hanya sebatas apa yang termaktub 
dalam teks, seperti hukum alam atau matematis segala sesuatu terkuantifikasi, 
melainkan di dalamnya banyak variabel termasuk non-yuridik.  
Berkaitan dengan kebijakan (policy), maka  suatu kebijakan yang diambil 
pada tataran nasional, regional, lokal  dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 
pembangunan wajib mempertimbangkan produk hukum apa yang akan dihasilkan 
artinya, bagaimana wujud pewadahan/ pengkaidahan kebijakan yang akan dibuat, 
kemana hukum hendak diarahkan, variabel apa yang secara signifikan dapat 
mengubah hukum yang diberlakukan. Bagaimana implikasi kebijakan yang tidak 
demikian dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak implementatif, otoriter, 
tidak realistik, terlepas dari nilai-nilai keadilan dan etika berbangsa dan bernegara 
(principle of good governance). 
Agar mempermudah memahami konsep berfikir penulis di dalam mengkaji 
materi pengaturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 
bagi kepentingan umum dengan pendekatan atau perspektif socio-legal dapat 
dijelaskan alasan penulis adalah: 
a. aras berfikir kebanyakan panitia pengadaan tanah atau bahkan konsultan 
tehnisnya mengesankan masih terpancang pada tataran teoritikal tehnis 
semata, seolah-olah bahwa skenario substansi, cara, mekanisme/ prosedur 
serta eksekusi pengadaan tanah yang disepakati dipastikan ganti-rugi dengan 
alur yang cukup berbelit (the live of law hasn’t been logic but it is experience 
kata hakim agung USA Oliver Wendel Holmes) artinya hukum tidak bisa 
hanya dipancang pada makna yang teknikal, real, logis semata, namun di 
dalamnya juga terkandung esensi perilaku, budaya, cara sosialisasi, karakter 
individu dan sebaiknya. 
b. Diagram alir menunjukkan pengabaian cara-cara lain yang kemungkinan 
justru malah disepakati para pihak dalam serangkaian musyawarah misal: 
jual-beli untuk pengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum 
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c. Sebaiknya daripada membuat prosedur yang birokratik, lebih tepat jika 
membuat ancangan menyusun kemungkinan cara-cara non ganti rugi 
misalnya tukar-menukar tanah (ruilslag), tanah pengganti, penyertaan modal 
(inbreng), saham dan sebagainya. Mengapa demikian?, alasan penulis, 
sekalipun sudah diatur namun dari serangkaian mempelajari aturan, belum 
ada sistem yang baku (nampaknya sulit dilakukan pembakuan karena 
karakteristik setiap proyek sangat beragam dan budayanya). 
d. Pelibatan institusi harus terkait dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) 
dalam sistem organisasi birokrasi, LSM demkian juga harus terkait dengan 
kiprah masing-masing satuan organisasinya dengan penggambaran yang 
jelas, sederhana apa tugas dan tanggung–jawab serta apa urgensinya 
pemangku kepentingan itu harus dilibatkan bukan pemangku kepentingan 
yang lain. 
Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 58/PMK.02/2008 
sebagai contoh misalnya dalam aktifitas pengadaan tanah untuk kepentingan 
pembangunan bagi kepentingan umum, maka panitia pengadaan tanah akan 
mendasarkan pada ketentuan tersebut sebagai dasar penetapan pemberian 
ganti-rugi dengan alasan sebagai berikut: 
1. Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia 
Pengadaan Tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.  
2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum. 
3. Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling 
tinggi 4% (empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp 
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase 
menurun sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran I 
Peraturan Menteri Keuangan ini.    
4. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada 
perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah.  
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5.  Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk 
pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, 
fotocopy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang 
yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), 
biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.   
Untuk contoh kasus di pemerintahan kota singkawang, adapun kronologis 
kasusnya adalah sebagai berikut :  
1. Pemerintah Kota Singkawang memerlukan tanah sebagai tambahan 
perluasan Rencana Terminal ALBN. 
2. Pemerintah Kota Singkawang mengganti Rugi tanah seluas 1100 m2 
dengan nilai ± Rp. 132 juta yang terakhir dikuasai oleh Saudara Pedro 
Halim. 
3. Tanah tersebut berasal dari sebagian Hak Pakai No. 10 yang telah habis 
masa berlakunya sejak tahun 1991 dan diatas hamparan tanah tersebut 
terdapat kebun kelapa. 
4. Persoalan muncul ketika ada pengaduan dari LSM Kota Singkawang 
tentang adanya informasi dan dugaan terjadi kasus Korupsi terhadap 
pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwako) yang jumlahnya puluhan atau 
ratusan milyar rupiah. Yang diduga dialokasikan ( sebagian ) untuk 
pengadaan tanah Terminal ALBN dengan melakukan “ mark up “. 
5. Hal tersebut ditindak lanjuti pihak Kejaksaan Negeri. namun fokusnya 
berubah kepada pengadaan tanah seluas 1100 m2 yang dibeli Pemerintah 
Kota Singkawang melalui Pengadaan Tanah senilai ± Rp. 132 juta. 
6. Setelah beberapa kali pemeriksaan pada yang berkaitan termasuk Kepala 
Kantor Pertanahan, Sekda dan Sdr. Pedro sebagai pemilik yang 
menggunakan / yang menguasai tanah, maka pihak Kejaksaan Negeri 
Singkawang menetapkan Sdr. Pedro, Sekda Kota Singkawang dan Kepala 
Kantor Pertanahan sebagai Tersangka. 
7. Alasan / dasar yang digunakan pihak Kejaksaan Negeri Singkawang 
karena tanah yang dibebaskan / dibeii / diganti rugi tidak benar, sebab 
tanahnya sudah menjadi tanah Negara sehingga tidak perlu diganti rugi 
dan dapat langsung diambil dan digunakan oieh Pemerintah dalam hal ini 
Pemerintah Kota Singkawang.Dalam posisi ini, Kepala Kantor Pertanahan 
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Kota Singkawang bertindak sebagai Sekretaris Panitia dan sebagai 
anggota dalam kapasitasnva dibidang pertanahan. Oleh sebab itu Kepala 
Kantor Pertanahan hanya meneliti status tanah dan tidak menentukan nilai 
tanah dan besarnya ganti rugi terhadap pemilik tanah 
8. Sebelum pemeriksaan sebagai tersangka, pihak Kejaksaan Negeri 
meminta keterangan saksi ahli dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional dan dalam pemeriksaan tersebut kesimpulannya bahwa tanah 
negara yang dikuasai, dimiliki oleh masyarakat tetap mendapat ganti rugi. 
Besar penggantian ini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak ( 
Pemkot - Pemilik Tanah ). 
9. Setelah pemeriksaan Saksi Ahli BPN, penyidikan terhenti. 
10. Pada saat bertepatan hari Korupsi; di Kejaksaan Negeri teiiadi demo oleh 
LSM yang menuntut diusut tuntasnya dengan Korupsi ratusan milyar 
(Perwako) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang. 
11. Untuk menyikapi ini, Kejaksaan Negeri kembali membuka kasus tanah 
1100 m2 dengan mengganti beberapa penyidik, dengan alasan penyidik 
yang menangani pertama tidak kredibel dan diragukan kemurniannya ( 
Keterangan ini diperoleh dari Sekda ). 
12. Kemudian Kejaksaan meminta Saksi Ahli Hukum Agraria dari Universitas 
Negeri di Pontianak  dan menurut informasi Saksi Ahli Hukum. Setelah 
Keterangan Saksi Ahli, pihak Kejaksaan melanjutkan kasus ini. Menurut 
informasi, saksi ahli tersebut beranggapan bahwa Tanah Negara atau 
Tanah yang habis masa berlakunya tidak perlu diberikan ganti rugi dan 
dapat digunakan atau “diambil” Pemerintah, oleh sebab itu uang yang 
dikeluarkan Pemkot dan diterima oleh Saudara Pedro merupakan “uang 
haram dan dianggap Korupsi. 
13. Apakah memang benar Saksi Ahli hukum itu memang Ahli dibidang 
pertanahan atau pihak Universitas memang menganggap Saksi Ahli 
Pertanahan / Agraria yang dimiliki Universitas, kami tidak jelas. 
14. Namun perlu digaris bawahi bahwa pendapat atau aturan yang 
menganggap Tanah Negara yang dikuasai masyarakat (WNI) tidak perlu 
diganti rugi dan dapat diambil Pemerintah adalah keliru. Pendapat ini 
bersumber pada hukum penjajahan yang dikenal sebagai 
“domeinverklaring” yang sudah dicabut akarnya dari Republik Indonesia. 
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15. Hal lain, pendapat yang menyatakan bahwa tanah negara (skt, Surat 
Pernyataan Menguasai Tanah atau hak yang sudah habis masa 
berlakunya) dapat diambil atau digunakan oleh Pemerintah tanpa ganti rugi 
dari masyarakat yang menguasainya hanya ada pada Negara yang 
menganut Paham Komunisme. 
16. Dengan alasan diataslah, Sdr. Pedro sebagai pemilik/menguasai tanah, 
Sekda Kota Singkawang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang 
ditetapkan sebagai tersangka. 
 
Dari kronologis kejadian di atas penulis manganalisi pertimbangan 
hukumnya sebagai berikut :  
1. Tanah Negara dan Hak Pakai Sebelum PP 40 / 96. 
  PP No. 8 / 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. 
Dalam PP ini yang dimaksud dengan Tanah Negara ialah “tanah yang 
dikuasai penuh” oleh Negara ( pasal 1 ). Tanah-tanah ini secara fakta 
memang dikuasai Negara, baik sejak Penjajahan Belanda maupun setelah 
merdeka.Tanah yang “ di kuasai penuh “ berdasarkan penjelasan PP No. 
8/1953 adalah tanah-tanah yang bebas sama sekali daripada hak-hak 
penguasaan seseorang. Dengan demikian, tanah-tanah negara yang 
digunakan / dikuasai oleh masyarakat dalam arti adanya hak-hak 
penguasaan masyarakat, tidak menjadi obyek PP No. 8 Tahun 1953. 
Berdasarkan ketentuan inilah, setelah diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960, 
Hak Penguasaan Tanah Negara berdasarkan PP No. 8 Tahun 1953 
tersebut telah dikonversi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960. 
   UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUP A 
Pengertian Tanah yang dikuasai Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 
adalah negara bukan memiliki tapi berdasarkan pasal 2 (2) memberi 
wewenang : 
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a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi,air, dan ruang angkasa. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruangangkasa. 
 
Dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1960 pada II (2) dikatakan bahwa : 
“ Azas domein yang dipergunakan sebagai dasar dari pada 
perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah 
jajahan tidak dikenal dalam Hukum Agraria yang baru ( UU 
No.5/1960 ). Azas domein adalah bertentangan dengan 
kesadaran hukum rakyat yang merdeka dan modern. Undang- 
undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk 
mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 (3) UUD 1945, 
tidak perlu atau tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa 
indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah.” 
 PMA No. 9 / 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Tanah 
Negaradan ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya. Jo PMA 
No. 1 /1966Tanah-tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 8 / 1953 
dikonversi menjadi : 
a. Hak Pakai Departemen apabila tanahnya digunakan sendiri. 
b.  Hak Pengelolaan apabila tanah tersebut dimaksudkan untuk diserahkan 
kepada Pihak Ketiga. 
Dengan demikian hak-hak penguasaan sebagaimana yang diatur dalam PP 
No. 8Tahun 1953 tanannva sudah menjadi Hak Pakai atas nama instansi dan 
HakPengelolaan. 
 PMDN No. SK 59/DDA/1970 tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan 
HakAtas Tanah. 
Peraturan ini menyatakan bahwa : 
a.  Hak Pakai yang masih berlaku tidak diperlukan izin pemindahan haknya. 
Peraturan ini mencabut PMA No. 14/1961. 
b.  Pemindahan Hak Pakai seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Agraria PMA 14/1961 Jo Dirjen Agraria No. 4/1968 dan UU No. 28/1956 
apabila : 
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1. Dipindahkan kepada orang asing. 
2. ika terlambat didenda.  
 Mengenai UU No. 51 Prp/1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa 
Izin Yang berhak adalah terhadap tanah-tanah penguasaan sebagaimana 
dimaksud PP No.8/'1953 yang sudah diatur dan dikonversi berdasarkan 
Pengertian Tanah Negara yang diatur dalam UU No. 5/1960 jo PMA No. 
5/1965 jo PMA No. 1/41966 yaitu Tanah-tanah Hak Pakai dan Hak 
Pengelolaan yang dimiliki oleh Pemerintah. Berdasarkan peraturan aiatas 
Tanah yang dimiliki oleh Sdr. Pedro ex Hak Pakai No. 10 yang berakhir 
haknya tanggal 27 Mei 1991 seluas ± 5,40 Ha yang sebagiannya seluas 1100 
nr tidak diperlukan izin berdasarkan peraturan diatas. 
 Keputusan Presiden No. 32/1979 dan PMDN No. 3 Tahun 1979 tentang Hak 
Pakai asal konversi Hak Barat. 
Dalam Keputusan Presiden ini dinyatakan bahwa Hak Pakai asal konversi 
Hak Barat diberikan kepada pemegang atau yang menguasainya. Apabila 
Hak Pakai ini berakhir, maka disebut menjadi Tanah Negara, namun perlu 
diingat bahwa pengertiannya bukan “ dikuasai penuh “ oleh Negara 
sebagaimana PP No. 8/1953 tapi berdasarkan pengertian sebagaimana 
diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960. Oleh sebab itu Hak Pakai No. 10 yang 
sudah berakhir, penguasaan dan pemilikannya tetap berada pada bekas 
pemegang hak atau penguasaan selanjutnya oleh pihak lain. 
 
2. PP No. 40/1996 tentang HGU,HGB dan HP atas tanah. 
  PP ini tidak memuat atau mendefenisikan Tanah Negara dalam Ketentuan 
Umum dan pasal-pasal selanjutnya. Dengan demikian Tanah Negara yang 
dimaksud adalah yang sesuai dengan UUNo. 5/1960. Selanjutnya dalam 
penjelasan UU No. 5/1960 pada II (2) bahwa : 
“Azas domein yang dipergunakan sebagai dasar dari pada perundang-
undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal 
dalam HukuM Agraria yang baru ( UU No.5./1960 ), Azas domein 
adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat yang merdeka 
dan modern.Undang-undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian 
bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasai 33 (3) UUD 
1945, Tidak Perlu Atau Tidaklah Pula Pada Tempatnya, Bahwa 
Bangsa Indonesia Ataupun Negara Bertindak Sebagai Pemilik 
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Tanah.”Pasal 50 (e) menyatakan Pemegang Hak Pakai berkewajiban 
menyerahkan Sertipikat Hak Pakai yang teiah hapus kepada Kepala 
Kantor Pertanahan. Jadi bukan kewajiban Kantor Pertanahan untuk 
mengambilnya dari pemegang hak”. 
 Pasal 52 : Pemegang Hak Pakai berhak untuk memindahkan hak 
tersebutkepada pihak lain dan membebaninya atau selama di pergunakan 
untuk keperluan tertentu. 
 Pasal 54 : Peralihan Hak Pakai atas Tanah Negara harus dilakukan 
denganizin dari pejabat yang berwenang. 
a.  Eks Hak Pakai No. 10 berakhir tanggal 27 Mei 1991 sebelum berlaku PP 
40/1996, jadi bukan Hak Pakai lagi tapi sudah menjadi Tanah Negara. 
b.  Perbuatan hukum apapun terhadap tanah yang dipermasalahkan berarti 
dalam keadaan tanah tersebut sudah menjadi TANAH NEGARA (dalam 
pengertian UU No. 5/1960 dan penjelasannya). 
 Pasal 56 (1) : Hapusnya Hak Pakai atas Tanah Negara 
mengakibatkantanahnya menjadi Tanah Negara (Bukan dimiliki oleh Negara). 
Bedasarkan PMNA No.9/1999 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan PP 
No. 40/1996 tanah ini masih dimiliki/dikuasai bekas pemegang hak atau oleh 
penguasaan selanjutnva. 
 Pasal 57 : Apabila Hak Pakai Hapus dan tidak diperpanjang atau di 
perbaharuimaka bekas pemegang Hak Pakai wajib membongkar bangunan 
dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya kepada 
Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun 
sejak hapusnya Hak Pakai. 
a.  Menyerahkan tanahnya kepada Negara bukan berarti Negara memiliki 
tanahnya sebagimana yang sudah ditegaskan dalam UU No. 5/1960 
beserta penjelasannya, dan selain itu mekanismenva tidak pemah diatur. 
b.  Hak Pakai No. 10 berakhir tahun 1991, sebelum PP No. 40/1996. 
c. Hak Pakai Hapus salah satu sebabnya adalah tanah ditelantarkan dan Hak 
Pakai No. 10 tidak termasuk objek yang ditetapkan sebagai tanah terlantar 
 Pasal 61 :HGU, HGB dan Hak Pakai yang diberikan sebelum 
berlakunyaPeraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya HGU, HGB atau 
Hak Pakai. 
1. Hak Pakai No. 10 sudah berakhir sejak tahun 1991, jadi pada saat 
terbitnya PP 40/1946 BEKAS Hak Pakai ini sudah menjadi Tanah Negara 
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yang dapat dimiliki / dikuasai oleh masyarakat. 
2. Sdr. Pedro memperoleh penguasaan secara berkelanjutan dan pada saat 
itu tanahnya sudah dalam status Tanah Negara yang dikuasai masyarakat. 
 Pasal 62 : Selama ketentuan mengenai pelaksanaan PP ini belum di 
terbitkan,maka peraturan perundangan mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan ini. 
a. Hak Pakai No. 10 sudah berakhir sejak 1991. 
b. Peraturan Pelaksanaannya sudah diterbitkan sebagaimana PMNA No. 
9 Tahun 1999. 
Dalam Peraturan Agraria kita tidak mengenai '„Land titling' tapi “land 
registration” artinya tanah yang dikuasai oleh bekas pemegang hak atau 
orang lain yang menguasainya tidak ada kewajiban untuk disertipikatkan. 
Oleh sebab itu walaupun secara formil tidak di sertipikatkantapi secara materil 
yang bersangkutan tetap mempunvai Hak atas tanah tersebut. 
3. PMNA No. 9 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan PP No. 40/1996 . 
  Dalam PMNA No. 9/1999 Tanah Negara adalah Tanah yang langsung 
dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1960, jadi bukan 
seperti yang dimaksud dalam peraturan lainnya. 
 Pasal 4: Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus 
menguasaitanah yangdimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sdr, Pedro sudah 
menguasai tanahnya dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 16 
Oktober 2008 yang memuat batas- batas fisik sebagaimana diuraikan dalam 
Surat Pernyataan tersebut yang diketahui oleh Lurah Sungai Wie (Sdr. 
Tamidjan), dan saksi-saksi Sdr. Bun Tho Lin dan Bun Kui Fui bekas 
pemegang Hak Pakai No. 10. Masalah dimohon atau tidak, bukan merupakan 
kewajiban yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu 
Kantor Pertanahan hanya dapat memproses bedasarkan permohonan yang 
telah diajukan oleh pihak yang berkepentingan. 
 Pasal 63: 
1. Keputusan mengenai penolakan jangka waktu Hak Pakaisebagimana 
dimaksud dalam Pasal 60, memuat penetapan mengenai penguasaan 
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tanah yang bersangkutan dan tanaman, bangunan serta benda lain yang 
ada di atas tanah tersebut. 
2. Kecuali apabila ditentukan lain di dalam keputusan mengenai penolakan 
perpanjangan jangka waktu Hak Pakai, bekas pemegang hak wajib tetap 
menjaga tanah yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima hak atau 
pengguna tanah berikutnyadan kepadanya diperintahkan untuk 
menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau pengguna tanah 
berikutnya. 
3. Dalam hal penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 tidak berdasarkan alasan diterlantarkannya 
tanah yang bersangkutan, kepada bekas pemegang hak atas tanah 
diberikan penggantian berupa uang untuk penyerahan tanah yang 
bersangkutan dan bangunan di atasnya. 
4. Apabila bangunan dan benda-benda lain yang ada di atas tanah tersebut 
menurut keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) tidak dibongkar, kepada bekas 
pemegang hak diberikan ganti rugi berupa uang untuk bangunan atau 
benda tersebut. 
5. Penggatian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) 
dibebankan kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya, atau 
dalam hal tanah bekas Hak Pakai tersebut diperuntukkan bagi kepentingan 
umum penggantian atau ganti rugi termaksud dibebankan kepada instansi 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah bersangkutan. 
6. Jumlah Penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bekas pemegang hak dengan 
penerima hak atau pengguna tanah berikutnya. 
7. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak 
tercapai, jumlah penggantian dan ganti rugi tersebut ditetapkan oleh 
Menteri dengan mempertimbangkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh 
panitia penaksir yang dibentuk olehnya. Jadi jelas berdasarkan pasal 63 
bekas Pemegang Hak, Penerima Hak atau Pengguna Tanah berikutnya 
mendapat ganti rugi yang besamya berdasarkan kesepakatan. 
Sdr. Pedro adalah “ pengguna tanah berikutnya “ dari bekas pemegang 
Hak Pakai dan Tanah tersebut saat ini diperuntukkan bagi kepentingan 
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umum. Sehingga ganti rugi tersebut dibebankan kepada Instansi 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemkot Singkawang). 
Dalam hal pengadaan Tanah, ganti rugi bukan ditentukan oleh Kantor 
Pertanahan tapi antara Pemkot dan Sdr. Pedro yang ditetapkan secara 
musyawarah. 
 
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Terhadap 
Ganti Rugi Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Bukan Hak.  
 
Dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Terminal 
ALBN di Kota Singkawang terjadi perbedaan pandangan mengenai ganti rugi 
tanah yang berasal dari tanah Negara yaitu Tanah Negara atau Tanah yang 
dikuasai oleh Negara, berbeda dengan “ Tanah yang langsung dikuasai Negara 
“ dan “ Tanah yang dikuasai penuh oleh Negara. Dalam hal ini  negara 
sebagaimana UU No. 5/1960 beserta penjelasannya menegaskan negara tidak 
memiliki dan tidak patut bertindak sebagai pemilik tanah. Tanah Negara yang 
dimiliki/dianggap/dikuasai oleh masyarakat jika diperuntukkan bagi Kepentingan 
Umum mendapat ganti rugi. Hal ini merupakan pengakuan terhadap hak-hak 
rakyat. Jika Tanah Negara yang dimiliki/digarap/dikuasai oleh masyarakat tidak 
perlu diganti rugi maka seluruh tanah masyarakat yang belum memiliki sertipikat 
atau haknya sudah berakhir dapat diambil oleh Pemerintah. Saat ini di 
Singkawang mungkin terdapat ratusan atau ribuan Hak Pakai atau HGB yang 
habis masa berlakunya dan belum dimohonkan oleh pemilik atau yang 
menguasai tanah tersebut.Tidak ada satu pasal pun dalam peraturan yang 
menyebutkan Tanah Negara yang dikuasai / dimiliki masyarakat dapat diambil 
tanpa ganti rugi. 
Untuk mekanisme penyelesaian sengketa penguasaan tanah tanpa hak 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1). Mengajukan Gugatan ke Peradilan Umum (Perdata). 
Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik mempunyai 
makna penting, dan oleh karena itu mengandung arti, bahwa dalam 
mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil tersebut adalah 
merupakan persoalan tata tertib hukum acara menyangkut kepentingan 
umum.30 Oleh karena itu hukum acara perdata dalam penerapannya untuk 
melaksanakan hukum perdata materil. 
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Dalam hukum acara perdata dikenal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 
(Gugatan PMH), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan 
Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 
1365 KUHPerdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut: bahwa setiap 
orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang 
merugikannya. 
Hubungan antara PMH dan kerugian yang ditimbulkannya itu secara 
kausalitas harus langsung, yaitu PMH tersebut secara langsung yang 
menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya 
kerugian (Adequate Veroorzaking). Kerugian itu harus merupakan akibat dari 
perbuatan salah dari si pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut 
tidak akan muncul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas maka seseorang 
dapat menuntut ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. 
Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan melalui gugatan perdata ke 
pengadilan negeri setempat, negosiasi antara para pihak, maupun melalui 
mediasi yang ditengahi oleh seorang mediator. Tuntutan ganti kerugian melalui 
gugatan perdata dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Mekanisme penyelesaian sengketa 
dilakukan dengan cara pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi, musyawarah 
serta pengadilan. 
Proses beracara dalam peradilan umum untuk permasalahan atau 
sengketa perdata dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Pengajuan Surat Gugatan (upaya Perdata) 
Surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada Pasal 8 No. 3 
BRV : apa yang dituntut kepada tergugat, dasar-dasar tuntutan dan bahwa 
tuntutan tersebut harus jelas (terang) dan tertentu : 
POSITA ialah : Dasar gugatan/de middelen van de eis (Fundamentum 
petendi). 
PETITUM ialah : Hal-hal apa saja yang dituntut/ onderwerp (voorwerp) van de 
eis (pokok tuntutan). Dalam tuntutan/ petitum merupakan perumusan secara 
tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat terhadap 
tergugat/para tergugat yang akan diputusan hakim dalam putusannya. 
Setiap proses perkara perdata ke pengadilan negeri dimulai dengan 
pengajuan surat gugatan oleh penggugat atau wakil/kuasanya. Dalam 
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mengajukan gugatan harus di perhatikan tempat pengadilan dimana tergugat 
tinggal atau benda tak bergerak yang disengketakan itu berada. Dan gugatan di 
daftarkan ke panitera pengadilan negeri. Selanjutnya membayar biaya perkara 
dan besar kecilnya uang pendaftaran tergantu pada jarak pemanggilan antara 
tergugat dan penggugat. Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat 
gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah 
sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan 
bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan 
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 
Setelah gugatan didaftarkan oleh panitera, maka ketua pengadilan negeri 
menunjukan mejelis hakim untuk memeriksa perkara terebut.  Surat gugatan yang 
telah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dimasukkan untuk 
didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi 
(kompetensi absolut dan relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara (sengketa) yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa 
khusus, apabila dalam perkara tersebut Penggugat mewakilkan kepada orang 
lain, baik kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh Advokat, dengan 
membayar biaya panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa. 
Mejelis menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil para 
pihak supaya hadir dipersidangan. Panggilan dilaksanakan oleh jurusita atau 
petugas lain yang bertindak sebagai jurusita pengganti. 34 Gugatan disampaikan 
kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam 
buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya 
ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). 
Selanjutnya ketua mejelis kepada para pihak tentang persoalan mereka 
untuk menawarkan perdamaian. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 
yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada saat 
sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk 
menempuh upaya damai melalui mediator. Apabila upaya perdamaian tidak 
tercapai pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara. 
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Pada umumnya atas adanya gugatan penggugat maka pada permulaan 
beracara menjawab dan jawaban dapat berupa : 
a.Pengakuan : 
Seluruh atau sebagian dalil-dalil gugatan; 
b.Referte : 
Tidak membantah atau membenarkan gugatan, jadi terserah kepada hakim, 
menyerahkan saja pada putusan hakim; 
c.Menyangkal/bantahan (verweer) : 
Eksepsi 
Ten principale. 
 Eksepsi yang biasanya terjadi Eksepsi atau tangkisan mengenai kompetensi 
(kewenangan) relatif harus diajukan segera pada permulaan persidangan dan 
tidak akan diperhatikan kalau Tergugat telah menjawab pokok perkaranya. Untuk 
eksepsi kompetensi (kewenangan) absolute dapat diajukan setiap saat dalam 
pemeriksaan perkara itu dan hakim karena jabatannya secara ex officio harus 
pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara tersebut.Setelah 
Tergugat mengajukan jawabannya dan selanjutnya pengajuan Replik oleh 
Penggugat dan Duplik oleh Tergugat, hakim akan meneliti secara seksama 
apabila diajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif atau 
absolut, akan terlebih dahulu diputus dengan putusan sela, sebelum memeriksa 
pokok perkaranya. Apabila eksepsi tersebut beralasan hukum dan Pengadilan 
Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili maka pemeriksaan pokok 
perkaranya tidak dilanjutkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, 
sebaliknya jika eksepsi tidak beralasan hukum dan ditolak maka pemeriksaan 
pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Pihak Penggugat dan 
Tergugat maupun Turut Tergugat, baik berupa bukti tertulis (surat) maupun bukti 
saksi, ahli dan bilamana dipandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap obyek 
sengketa (Pemeriksaan setempat), apabila obyek sengketanya berupa benda 
tidak bergerak atau benda tetap. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting 
dalam proses persidangan karena dalam proses ini sangat menentuka apakan 
tergugat ataupun penggugat dapat membuktikan dalil-dalil mereka. 
Apabila dari serangkaian tahapan atau proses jawab-menjawab, Replik, 
Duplik dan pembuktian dari masing-mamsing pihak telah selesai, maka para 
pihak mengajukan dapat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya mohon 
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putusan. Apabila Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya 
maka gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya dan apabila terbukti 
sebagian, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian serta menolak 
gugatan selain dan selebihnya. Sebaliknya apabila Tergugat mampu mematahkan 
dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat akan ditolak seluruhnya. 
Demikian pula apabila gugatan Penggugat kabur dan secara formil tidak 
memenuhi syarat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk 
verklaard). Dan selanjutnya atas putusan PN pihak yang lainnya merasa dirugikan 
ataupun merasa tidak adil atas putusan tersebut ataupun muncul novum 
(bukti/keadaan baru), dapat mengajukan Banding ke PT dalam jangka waktu 14 
(empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diumumkan, 
selajutnya apabila oleh putusan PT tersebut dianggap masih merugikan salah 
satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut  dapat melakukan upaya 
hukum ke tingkat lebih tinggi lagi yaitu MA dalam jangka waktu 14 (empat belas) 
hari setelah memori kasasi didaftarkan ke PN yang memutuskan perkara 
pertama, selanjutnya pihak yang masih merasa dirugikan oleh putusan di tingkat 
kasasi, masih juga dapat dilakukan PK atas  dengan alasan bahwa putusan MA 
terdapat kebohongan, tipu muslihat, ketidak adilan, kekhilafan atau kelalaian 
hakim. Untuk pengajuan permohonan PK adalah 180 (seratus delapan puluh) hari 
setelah putusan MA.  
Apabila gugatan tersebut dikabulkan maka pelaksanaan putusan dapat 
dilakukan setelah putusan itu telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van 
gewijsde).  Pelaksanaan putusan pengadilan adalah pelaksanaan atau 
pengabulan permintaan atau pokok tuntutan (petitum) dalam gugatan baik itu 
permintaan ganti rugi maupun pembatalan hak tertentu. Pelaksanaan putusan 
dapat dilakukan pada tingkat pertama dan kedua apabila terhadap putusan 
tersebut tidak lagi dilakukan upaya hukum oleh pihak yang kalah, ataupun telah 
lewat waktu (daluarsa) untuk pengajuan upaya hukum. Pengabulan gugatan atau 
pelaksanaan putusan hakim tidak boleh melebihi apa yang telah dimintakan atau 
dituntut dalam surat gugatan. 
2).Mengajukan Gugatan ke PTUN (Upaya Hukum Administrasi) 
Selain permasalahan yang terjadi dalam lingkup hukum keperdataan, juga 
dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan ke PTUN. Pada dasarnya setiap 
gugatan yang masuk ke PTUN merupakan gugatan yang berkaitan dengan 
26 
 
keputusan tata usaha Negara. Sengketa pertanahan khususnya sengketa yang 
berkaitan langsung dengan sertipikat hak milik, merupakan sengketa Hukum 
Administrasi Negara. Terjadinya suatu sengketa karena adanya objek yang 
disengketakan, artinya ada pangkal tolak sengketa yang timbul akibat adanya 
tindakan hukum pemerintah. Di dalam kepustakan hukum administrasi, sengketa 
yang terjadi disebut sengketa administrasi, karena objek yang menjadi sengketa 
adalah keputusan administrasi (beschikking), yaitu keputusan yang dikeluarkan 
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 
Di dalam hukum positif Indonesia, kedua alat ukur dimaksud dalam Pasal 53 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal  53 Undang-Undang dimaksud 
memuat alasan-alasan yang digunakan untuk menggugat pemerintah atas 
keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan yang menimbulakan 
kerugian bagi pihak yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. 
Secara lengkap Pasal 53 dimaksud adalah sebagai berikut: 
Pasal 53 
(1)Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis 
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata 
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan 
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. 
(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: 
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik. 
Pada dasarnya gugatan yang masuk ke PTUN yang berkaitan dengan 
pertanahan adalah permasalahan atas sertipikat. Gugatan yang di ajukan ke 
PTUN merupakan tindak lajut dari upaya administrasi yaitu upaya keberatan 
administrasi dan banding administrasi yang telah dilakukan penggugat dalam 
rangka upaya mencari kepastian dan keadilan akan suatu Putusan Tata Usaha 
Negara. 
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BPN merupakan pejabat yang membuat serta menerbitkan sertipikat atas 
tanah. Untuk itu BPN merupakan pihak yang dapat digugat atas setiap 
permasalahan yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat. Gugatan tersebut 
diajukan dengan tuntutan agar supaya Pengadilan dapat mengadili serta 
memutuskan pembatalan atas serta sertipikat yang telah di keluarkan BPN. 
Karena bisa saja penguasaan tanah tanpa hak terjadi bagi orang-orang yang 
telah menduduki tanah tersebut dengan memohon penerbitan sertipikatnya 
dengan dokumen-dokumen pendukung yang palsu yang sertipikatnya biasanya di 
sebut sertipikat ASPAL (asli tapi palsu), juga biasanya terjadi dalam sebidang 
tanah tersebut memiliki dua atau lebih surat tanah atau sertipikat (sertipikat 
ganda/tumpang tindih), dan bisa juga mereka menguasai tanah tersebut dengan 
melakukan pemalsuan sertipikat yaitu sertipikat yang data pembuatannya palsu, 
tanda tangan kepala kantor pertanahan palsu, serta blanko pembuatannya juga 
palsu. Dan apabila kedepan pihak-pihak yang terbutkti melakukan hal tersebut di 
atas ataupun tidak berhak akan tanah tersebut serta kesalahan dari BPN itu 
sendiri, maka merka yang beritikat buruk dan secara melawan hukum menguasai 
tanah ataupun melakukan pemalsuan sertipikat tersebut dapat dituntut ganti rugi 
atas perbuatan itu. 
Namun penulis dapat menjelaskan bahwa pengajuan gugatan ke PTUN 
hanyalah tindak lanjut dari putusan pengadilan umum yang memutuskan 
sengketa hak milik, Karena biasanya PTUN tidak akan mengadili mengenai 
gugatan pembatalan sertipikat apabila belum jelas siapa pemilik sebenarnya atas 
tanah tersebut.Seseorang atau badan hukum peedata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi 
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan 
batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi.  
Pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan surat 
yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat 
jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.Hakim 
Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk 
menjelaskan seperlunya hal  yang diajukan oleh mereka masing-masing. 
Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai 
dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan 
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tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. 
Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai 
dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan 
penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. 
Cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata 
bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus selalu 
memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh 
sengketa itu. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian 
beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 107 UU 
No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengatur ketentuan dalam rangka 
usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum 
pembuktian dalam hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala 
sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal 
yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peratun dapat menentukan sendiri : 
1. Apa yang harus dibuktikan. 
2. Siapa yang harus dibebani pembuktian hal apa saja yang harus dibuktikan 
oleh hakim sendiri. 
3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam 
pembuktian. 
4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. 
Alat bukti terdiri dari : Surat atau tulisan, Keterangan ahli, Keterangan saksi, 
Pengakuan para pihak, Pengetahuan hakim. Pasal 95 UU No. 5 Tahun1986 jo UU 
No. 9 Tahun 2004 jo UU 51 Tahun 2009). Dalam hal pemeriksaan sengketa 
sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan 
pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. 
Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua 
Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan 
kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk 
mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.Putusan 
dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan 
hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh 
tidak dapat dicapai permufakataan bulat, putusan diambil dengan suara 
terbanyak. Dan oleh putusan PN pihak yang lainnya merasa dirugikan ataupun 
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menurutnya tidak adil, maka dapat diajukan Banding ke PT 14 hari setelah 
putusan Pengadilan tingkat pertama dan pengajuan keberatan harus dituangkan 
atau ditulis dalam memori banding, kemudian selajutnya dapat dilakukan upaya 
hukum ke tingkat lebih tinggi lagi yaitu di MA dalam waktu 14 hari setelah 
permohonan kasasinya didaftarkan di pengadilan tingkat pertama, selanjutnya 
masih juga dapat dilakukan PK dalam jangka waktu 180 hari setelah putusan MA 
dibacakan secara sah atas Putusan MA.  
Pelaksanaan putusan pengadilan diserahkan kepada BPN sebagai badan 
yang telah mengeluarkan atau menerbitkan sertipikat. Pelaksanaan putusan 
pengadilan oleh BPN dapat berupa pembatalan dan juga pencabutan atas 
sertipikat yang telah diterbitkannya. 
Apabila terjadi permasalahan setipikat yang ganda untuk pembatalan atau 
pencabutan sertipikat adalah permasalahan yang tidak begitu rumit apabila telah 
terbukti hak kepemilikan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Batal atau 
hapusnya suatu hak atas tanah akan mengakibatkan batalnya sertipikat. 
3).Mengajukan Laporan ke Penyidik kepolisian (Upaya Pidana). 
Penguasaan tanah tanpa hak selain merupakan suatu perbuatan melawan 
hukum (istilah perdata), dapat juga disebut Penyerobotan Tanah (istilah pidana). 
Di dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang 
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinYang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 
PRP Tahun 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dariyang 
berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat 
diancam denganhukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (limaribu Rupiah) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. 
Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana 
penyerobotan tanah adalah Pasal 385ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun,dimana 
barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan 
credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa 
orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai 
hak atasnya. 
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Seseorang yang merasa dirugikan berhak mengajukan laporan ke kepolisian 
atau penyidik, untuk kiranya dapat diperiksa atau disidik mengenai permasalahan 
ini. Untuk itu proses pertama adalah melakukan penyidikan, dan dilakukan oleh 
penyidik bahkan juga penyidik pembantu/pegawai negeri sipil. Penyidikan yaitu 
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan merupakan sub fungsi dan 
bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. 
Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang 
diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada 
Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP)\Pemberitahuan dimulainya 
penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan), yang dilampiri : 
 Laporan polisi 
 Resume BAP saksi 
 Resume BAP Tersangka 
 Berita acara penangkapan 
 Berita acara penahanan 
 Berita acara penggeledahan 
 Berita acara penyitaan. 
 
Proses selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara oleh kepolisian ke 
kejaksaan. Dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik 
menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti. Kemudian apabila 
setelah diperiksa oleh jaksa sudah jelas dan lengkap buktinya, maka jaksa 
melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa. Namun bisa saja perkara 
tersebut ditolak atau tidak diterima apabila bukan wewenang pegadilan tersebut. 
Dalam hal pelaksanaan sidang pengadilan, hakim memerintahkan kepada 
penuntut umum untuk melakukan pemanggilan kepada terdakwa. Setelah itu 
Ketua pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara 
pidana yang bersangkutan. Selanjutnya dalam sidang hakim meminta surat 
dakwaan ke penuntut umum serta membacakannya. selanjutnya adalah acara 
pemeriksaan alat bukti (proses pembuktian). Selanjutnya atas dakwaan itu 
terdakwa diberikan kesempatan untuk membuat pembelaan (pleidoi) ataupun 
eksepsi. Selanjutnya adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Dan oleh 
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putusan PN pihak yang lainnya merasa dirugikan ataupun merasa tidak adil, 
terhukum diberi kesempata untuk dapat mengajukan Banding ke PT dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan PN dijatuhkan. Selajutnya dapat dilakukan 
upaya hukum ke tingkat lebih tinggi lagi yaitu ke MA dalam jangka waktu 14 
(empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi. apabila belum atau 
tidak merasa puas. Selanjutnya masih juga dapat dilakukan PK dan kasasi demi 
kepentingan hukum atas Putusan MA. Pelaksanaan putusan dapat dilakukan 
dibawah pimpinan dan pengawasan Jaksa Penuntut umum. Yaitu dengan pidana 
penjara/kurungan serta pembayaran denda. 
4).Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan 
a.Mediasi 
Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk 
melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan 
efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi 
cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal 
ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di 
pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian 
perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan 
penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. 
Dalam Perma No. 1 Tahun 2008, pengertian mediasi disebutkan pasal 1 butir 
7, yaitu:“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator”.  
Berdasarkan uraian tersebut, mediasi merupakan suatu proses yang 
ditunjukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan 
perbedaan-perbedaan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tugas 
utama dari pihak yang netral tersebut (mediator) adalah menolong para pihak 
memahami pandangan pihak lain sehubungan dengan masalah yang 
disengketakan. Selanjutnya mediator membantu mereka melakukan penilaian 
yang objektif dari seluruh situasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat 
diterima oleh kedua belah pihak, guna mengakhiri sengketa yang terjadi. 
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dasar hukum yang mengatur 
pengintegrasian mediasi kedalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak 
pada ketentuan pasal 130 HIR maupun pasal 154 R.Bg. 
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Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 
Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perma 2/2003), yang menetapkan, 
bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim 
mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi. 
Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dengan cara dan ketentuan sebagai 
berikut : 
Pasal 8 
“Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan 
mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat 
duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait 
dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.” 
Pasal 9 
1) Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses 
mediasi. 
2) Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. 
3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. 
4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang 
terbaik bagi para pihak. 
5) Dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses 
mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan 
atau penetapan penunjukan mediator. 
Pasal 10 
1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat 
mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk 
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para 
pihak dalam penyelesaian perbedaan. 
2) Semua biaya jasa seorang ahli atau lebih ditanggung oleh para pihak 
berdasarkan kesepakatan. 
Pasal 11 
1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan 
mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan 
ditandatangani oleh para pihak. 
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2) Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan 
perkara telah selesai. 
3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib 
memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan 
yang bertentangan dengan hukum. 
4) Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang 
telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan. 
5) Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian. 
Pasal 12 
1) Jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) mediasi 
tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis 
bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada 
hakim. 
2) Segera setelah diterima pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan 
perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku. 
Pasal 13 
1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan 
para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti 
dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara 
lainnya. 
2) Fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan. 
3) Mediator tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan 
perkara yang bersangkutan. 
Pasal 14 
1) Proses mediasi pada asasnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali 
para pihak menghendaki lain. 
2) Proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum. 
 
b. Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan). 
Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa” (salanjutnya disebut “UU Arbitrase”), terdapat berbagai 
pilihan penyelesaian di luar pengadilan yakni Arbitrase dan juga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa yang terdiri atas: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, 
Konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa 
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tersebut adalah penyelesaian berjenjang dimana dalam hal Alternatif 
Penyelesaian Sengketa tidak dapat menyelesaikan atau memutuskan, maka 
para pihak akan menempuh cara Arbitrase baik melalui lembaga arbitrase atau 
arbitrase ad-hoc. Tetapi ketika para pihak telah memperjanjikan jalan 
penyelesaian melalui arbitrase, maka tertutup kesempatan untuk memilih jalan 
penyelesaian melalui pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: 
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang 
telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. 
Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase, dinyatakan bahwa: 
Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 
melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad 
baik  dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan 
Negeri.Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 30 Tahun 1999, para pihak 
yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam 
mengemukakan pendapatnya masing-masing dan bila perlu para pihak diwakili 
oleh kuasanya dengan surat khusus, maka oleh ketua majelis kedua belah pihak 
dipersilahkan menjelaskan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-
bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya 
tersebut. Apabila dianggap perlu, ketua, baik atas permintaan para pihak 
maupun atas prakarsa majelis arbitrase sendiri, dapat memanggil saksi atau ahli 
untuk didengar keterangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat 
(3) UU No. 30 Tahun 1999. 
Apabila majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, ketua akan menutup 
pemeriksaan itu dengan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan 
putusan yang akan diambil oleh majelis. Majelis akan mengambil putusannya 
dalam waktu satu bulan setelah ditutupnya pemeriksaan. Untuk itu semua 
bentuk upaya penyelesaian atas penguasaan tanah tanpa hak tersebut di atas, 
upaya perdata yang sering digunakan untuk menyelesaiakan permasalahan ini. 
Pemberian ganti rugi merupakan hal yang patut atas setiap perbuatan yang 
merugikan orang lain secara melawan hukum. Pemberian ganti rugi tidak diatur 
dalam peraturan khusus, namun itu semua tergantung besar kecilnya nilai 
tafsiran kerugian biaya yang dialami penggugat. Ganti rugi terhadap perbuatan 
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melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang 
atau perusahaan yang telah melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. 
Untuk pemberian ganti rugi dapat dilakukan setelah adanya putusan yang 
telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian ganti rugi dapat dimintakan melalui 
pengajuan gugatan (dalam Petitum) ke pengadilan. Bagian yang mendukun 
untuk suatu petitum (pokok tuntutan) adalah posita (dasar tuntutan). “Posita” 
(dasar gugatan) pada umumnya dalam praktek memuat perihal fakta / peristiwa 
hukum (rechtfeitan) yang menjadi dasar gugatan tersebut (tentang peristiwanya) 
serta uraian singkat perihal hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya 
hubungan hukum tersebut tanpa harus menyebut pasal-pasal perundang-
undang atau aturan aturan hukum termasuk hukum adat, sebab hal seperti itu 
akan di tunjukkan atau dijelaskan oleh hakim dalam putusannya nanti jika 
dipandang perlu. 
Besar kecilnya ganti rugi ditentukan juga oleh berat ringannya permasalahan 
penguasaan tanah tanpa hak tersebut. Karena biasanya dalam proses 
musyawarah dan juga proses teguran sering diabaikan oleh pihak yang beritikat 
buruk menguasai tanah tanpa hak, sehingga permasalahan tersebut semakin 
berlarut-larut dan pastinya semakin banyak materi yang harus dikeluarkan. Hal-
hal inilah yang menjadi faktor besar kecilnya biaya yang harus dibayarkan 
kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut. 
Atas dasar posita yang telah disebutkan di atas, maka dalam surat gugatan 
ada tuntutan pokok yang harus dilaksanakan oleh pihak yang telah kalah dalam 
persidangan (pihak yang menguasai tanah tanpa hak). Dalam posita biasanya 
berisi tuntutan pokok kepada hakim untuk diputuskan, tuntutan tersebut berupa 
permohonan pengabulan gugatan, permohonan penghukuman kepada salah 
satu pihak, permohonan pembatalan suatu hak atas tanah, serta permohonan 
ganti rugi. 
Permohonan ganti rugi dapat berupa ganti rugi terhadap biaya nyata yang 
telah dikeluarkan (materi), misalnya pembayaran biaya yang telah dikeluarkan 
dalam upaya musyawarah yang telah dilakukukan (semua ogkos yang telah 
dikeluarkan misalnya biaya perjalanan dalam melakukan upaya damai). Dan 
kemudian biaya Immateril yang biasanya biaya tersebut tidak bisa dinilai dengan 
uang tetapi dalam sidang pengadilan biasanya dituntut dengan menggati biaya 
immaterial dengan uang yang sepantasnya. Dalam permintaan biaya tersebut, 
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hakim melihat apabila permintaan biaya ganti-rugi tersebut dianggap tidak layak 
atau patut, hakim berwenang untuk membatalkan ataupun mengurangi biaya itu, 
dengan melihat asas keadilan dan kepatutan. 
Untuk jelasnya penulis memberikan contoh surat gugatan dengan 
permintaan atau tuntutan pokok ganti rugi atas penguasaan tanah tanpa 
hak.Melalui contoh singkat surat gugatan tersebut di atas, kita dapat melihat 
bahwa besar kecilnya biaya ganti rugi tergantung pada besar kecilnya objek 
gugatan, tenggang waktu yang telah diluangkan untuk melakukan upaya 
penyelesaian permasalahan atas tanah, besar kecil biaya yang telah dikeluarkan 
dalam upaya musyawarah, dan pertimbangan lain untuk biaya ganti rugi. 
Pemberian ganti rugi dapat dikabukan atau dipenuhi setelah ada putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena atas dasar 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilaksanakan 
eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan pengadilan dibedakan 
atas 3 sifat putusan : 
1. Putusan yang bersifat Condemnatoir bersifat menghukum pihak yang kalah 
untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. 
2. Putusan bersifat constitutif : bersifat meniadakan atau menciptakan suatu 
status atau keadaan hukum baru. 
3. Putusan deklaratoir: bersifat menyatakan atau menerangkan keadaan atau 
peristiwa apa yang sah, termasuk putusan yang bersifat menolak gugatan. 
Putusan hakim memuliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, 
kekuatan eksekutorial. Untuk itu putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial 
dimana putusan tersebut dapat dijalankan apabila telah memiliki kekuatan 
hukum tetap.kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa-apa 
yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara, termasuk 
pemberian ganti rugi atas putusan hakim mengenai penguasaan tanah tanpa 
hak.Pemberian ganti rugi pula dapat dilaksanakan apabila telah ada 
kesepakatan bersama dalam upaya penyelesaian penguasaan tanah tanpa hak 
melalui upaya mediasi dan juga arbitrase. 
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